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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
maka pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2021

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegarA Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);



21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja DaeraH Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2020 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 49 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tahun
anggaran 2021
Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 950.164.674.194,- (Sembilan Ratus Lima Puluh
Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta enam ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



(1)

(1)

(3.)

Pasal 4
Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.340.388.115
(Lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; .
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.368.141.548 (sepuluh milyar tiga ratus
enam puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.965.224.111 (Dua puluh tujuh
milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
4.548.358.303 (Empat Milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
14.458.664.153 ( Empat Belas Miliyar Empat ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus
Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 877.598.086.079 ( Delapan ratus
Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),
yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
859.347.768.000 ( Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.250.318.079
(Delapan Belas Miliyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).



Pasal 6
(1.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.226.200.000
( Lima Belas Miliyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2.) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.900.000.000 ( Tiga Miliyar
Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).

(3.) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 11.326.200.000 ( Sebelas Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 950.164.674.194,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar
Seratus Enam Puluh Empat Juta enam ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional,;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.
Pasal 8
(1.) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 617.843.190.238 (
Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliyar Seratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh

Empat Rupiah ), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2.) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.218.933.886 ( Tiga Ratus Empat
Miliyar Dua ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Pulug Tiga Ribu Delacpan ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ).

(3.) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 306.196.583.153 ( Tiga
Ratus Enam Miliyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).



(4.) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.620.996.100 ( Empat Belas Juta Miliyar
Enam ratus Dua Puluh Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah ).

(5.) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. O (Nol).

©.)

Pasal 9

(1.) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.812.802.216 ( Seratus
Tiga Puluh Empat Milivar Delapan ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua ratus Enam Belas Rupiah ), yang terdiri
atas:

Belanja modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tidak berwujud;

"0 a0 o

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000 ( Satu Miliyar
Seratus Juta Rupiah ).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.478.349.787 (
Empat Puluh Lima Miliyar Empat ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tujuh Rupiah ).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 34.489.966.406 (
Tiga Puluh Empat Miliyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembuilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus
Enam Rupiah ).

(5} Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
50.310.502.714
( Lima Puluh Miliyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima eratus Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah ).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.433.983.309 ( Tiga
Miliyar Empat ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah ).



Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.790.203.639 ( Lima
Miliyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah ), yang terdiri atas Belanja
Tidak Terduga.
Pasal 11
(1). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.525.155.200 ( Seratus
Delapan Belas Miliyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dua ratus Rupiah ).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 ( Tiga Miliyar Rupiah ), yang terdiri
atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13
(1.) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan  sebesar
Rp. 3. 000.000.000 ( Tiga Miliyar Rupiah ), yang terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
(2.) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan  sebesar
Rp. O (Nol).
Pasal 14
(1.) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000. (
Tiga Miliyar Rupiah ), yang terdiri atas: Penyertaan modal daerah;
(2.) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3. 000.000.000. ( Tiga Miliyar
Rupiah ).

Pasal 15
(1.) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp. O (Nol).
(2.) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp. O ( Nol ).



Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran [

2. Lampiran II

w

. Lampiran II1
. Lampiran 1V
. Lampiran V

(SIS

o))

. Lampiran VI
. Lampiran VII

~J

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil,

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program,Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.



Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Pasal 19

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 7 APRIL 202]

{ BUPATL KONAWE UTARA. £

N

H-RUKSAMIN

Diunddngkan di : Wanggudu
- 7 APR\, zo21
QRIS DAERAH

~AWE
H. M. KA(:»IM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR : ’3‘)8




